
 

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO 

NOMOR 14 TAHUN 2009 

TENTANG  

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO 

NOMOR 16  TAHUN 2004 TENTANG JASA PEMERIKSAAN 

 DAN PENGUKURAN (JPP) HASIL HUTAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TEBO, 

 

Menimbang a. bahwa kegiatan pengukuran hasil hutan merupakan 
kewajiban pemegang izin usaha pemanfaatan hutan dan 

atas pemberian izin usaha pemanfataatan hutan dimaksud 
telah dikenakan PNBP sesuai dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata hutan dan Penyusunan 
Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan 
sehingga tidak dapat dikenakan pungutan; 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, perlu dibentuk Peraturan Daerah  tentang 

Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 16 
Tahun 2004 tentang Jasa Pemeriksaan dan Pengukuran 
(JPP) Hasil Hutan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 

Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung 
TImur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 

Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung 
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3969); 

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2000 
tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 18 Tahun 

1997 tentang Pajak Daerah dan Reribusi Daerah ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, 
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 

4048); 

 



3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 167, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perapturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 
1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4412);    

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4389); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
52,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4844) 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3848); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tenmtang 
Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4139); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah , 

Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4737). 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO 

dan 

BUPATI TEBO 

 
MEMUTUSKAN:  

 

Menetapkan:   PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 16  

TAHUN 2004 TENTANG JASA PEMERIKSAAN DAN 

PENGUKURAN (JPP) HASIL HUTAN.  

 



 

 

Pasal I 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini , maka Peraturan Daerah Kabupaten 
Tebo Nomor 16 Tahun 2004 tentang Jasa Pemeriksaan dan Pengukuran (JPP) 

Hasil Hutan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 

Pasal II 
 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo. 
 

Ditetapkan di Muara Tebo 

pada tanggal 28 Desember 2009 

 

BUPATI TEBO, 

 

dto 

 

H. A. MADJID MUAZ 

 

Diundangkan di Muara Tebo 

pada tanggal 30 Desember 2009 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO , 

 

 dto 

 

           RIDHAM PRISKAP 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2009 NOMOR 14 

 


